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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Penyusunan Pelaporan Kinerja mengamanatkan bahwa pejabat Eselon III berkewajiban 

untuk membuat laporan kinerja Tribulanan kepada pejabat Eselon II. Adapun batasan 

pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode 

Tribulan. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat 

Daerah Kabupaten Lumajang sebagai salah satu kelas jabatan pada Eselon III tentunya 

juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.  

Pelaporan kinerja Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 

periode Tribulan III Tahun 2025 merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Kepala 

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam rangka mengidentifikasi hal-hal 

yang telah telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu 

hingga Tribulan III Tahun Anggaran 2025. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud 

juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara 

perencanaan kegiatan dan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.  
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BAB II 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

2.1. PERJANJIAN KINERJA 

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Kepala  Bagian 

Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Lumajang dengan 

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Lumajang adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 2.1. Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Perekonomian 

dan Sumber Daya Alam 

No. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

(Tahun) 

(1) (2) (3) (4) 

1. Meningkatnya Pemenuhan 
fasilitasi kebutuhan dan 
operasional perkantoran 

Persentase pemenuhan fasilitasi 
kebutuhan operasional 
perkantoran 

100% 

2. Meningkatnya pemenuhan fasilitasi 
kegiatan perekonomian dan 
pembangunan 

Persentase Kegiatan 
Perekonomian dan 
Pembangunan yang terfasilitasi  

100% 

Angka Inflasi Daerah 5,51 

 

2.2. CAPAIAN KINERJA 

 
Dalam kurun waktu hingga Tribulan III atau kurun waktu 1 Januari s.d 30 

September 2025, dari 3 target Indikator Kinerja Program, kesemuanya telah ada 

pencapaian terhadap 3 target Indikator Kinerja baik itu pencapaian terhadap target 

Indikator Kinerja maupun Anggaran. Secara lengkap terhadap capaian kinerja 

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten 

Lumajang dapat dilihat pada tabel 2.2., sedangkan capaian realisasi anggaran 

yang dibandingkan dengan capaian kinerja tertuang dalam tabel 2.3. cost per 

outcome.  
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Tabel 2.2. Capaian Kinerja Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Lumajang Tahun 2025 – Tribulan III 

No SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDKATOR KINERJA Target Realisasi Capaian Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Meningkatnya Pemenuhan fasilitasi kebutuhan 
dan operasional perkantoran 

Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional 
perkantoran 

75 % 42,23 % 56,31%   

2 Meningkatnya pemenuhan fasilitasi kegiatan 
perekonomian dan pembangunan 

Persentase Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan yang 
terfasilitasi 

50 % 50 % 100%   

  
Angka Inflasi Daerah 5,51 

 
N/A 

 
N/A      

Capaian Rata-rata 78,16% 
 

 

Tabel 2.3 Cost per outcome Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Lumajang Tahun  2025 - Tribulan III 

No PROGRAM/KEGIATAN INDKATOR KINERJA 
ANGGARAN KINERJA EFISIENSI 

P R C (%) T R % (%) 

1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9=8/7 10=9-6 

1 Meningkatnya Pemenuhan fasilitasi kebutuhan 
dan operasional perkantoran 

Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional 
perkantoran 

1494.74.636,15 63.127.270 42,23% 75 % 42,23 % 73,33% 175% 

2 Meningkatnya pemenuhan fasilitasi kegiatan 
perekonomian dan pembangunan 

Persentase Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan yang 
terfasilitasi 

199.782.000 42.962.500 21,50% 50 % 50 % 100% 57,47% 

  Angka Inflasi Daerah - - - N/A  N/A  N/A N/A 

   349.256.636,15 106.089.770 30,38%     78,16%  
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Pencapaian realisasi anggaran dan kinerja Kepala Bagian Perekonomian 

dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Lumajang sebagaimana tertuang dalam 

tabel diatas merupakan capaian penyerapan anggaran hingga Tribulan III Tahun 

Anggaran 2025 dan bukan merupakan pencapaian akhir tahun, dimana 

pencapaian masih relatif minim. Adapun realisasi capaian akhir tentunya akan 

disajikan di akhir tahun anggaran dalam laporan kinerja akhir tahunan. 

 

2.3. EVALUASI  DAN  ANALISIS  KINERJA 

 
Berdasarkan pelaksanaan anggaran pada Tribulan III Tahun Anggaran 

2025, maka evaluasi dan analisis atas kinerja Kepala Bagian Perekonomian dan 

Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Lumajang terhadap upaya pencapaian 3 

(tiga) target kinerja yang berhasil dicapai adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.4. Strategi Yang Digunakan Dalam Mencapai Target Kinerja Yang Telah 

Tercapai 

No Indikator Kinerja Strategi Yang Digunakan Keterangan 

1 Persentase pemenuhan fasilitasi 

kebutuhan operasional 

perkantoran 

Mengikuti jadwal kegiatan yang 
ditentukan oleh OPD yang 
membidangi sehingga dapat 
terlaksana tepat waktu 

Sesuai jadwal rutinitas 

2 Persentase Kegiatan 

Perekonomian dan 

Pembangunan yang terfasilitasi 

Menjalankan aktivitas secara 
rutin sesuai waktu yang 
ditetapkan untuk masing-masing 
kegiatan yang bersifat rutinitas 

Sesuai jadwal rutinitas 

3 Angka Inflasi Daerah Mengikuti jadwal kegiatan yang 
ditentukan oleh OPD yang 
membidangi sehingga dapat 
terlaksana tepat waktu 

Sesuai jadwal rutinitas 

 

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT. 

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang 

dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025, tentunya terdapat upaya-upaya yang secara 

terus menerus dan berkelanjutan yang telah dilaksanakan yaitu sebagai berikut : 

1. Meminta arahan dan petunjuk dari atasan langsung, termasuk 

menginformasikan perihal hambatan-hambatan yang dihadapi dalam 

pencapaian target kinerja khususnya terhadap penyesuaian anggaran sehingga 

didapatkan solusi/jalan keluar atas hambatan dan kesulitas tersebut. 

2. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait pencapaian indikator kinerja 

kegiatan, yang melibatkan/bergantung kepada pihak diluar Bagian 

Perekonomian dan Sumber Daya Alam.  
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3. Melakukan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah 

tertinggal dari perencanaan waktu pelaksanaan. 

4. Proaktif terhadap staf/bawahan yang turut terlibat membantu dalam pencapaian 

indikator kinerja kegiatan.  

5. Aktif memantau progres kegiatan yang bersifat rutin.  

 

2.5. TANGGAPAN  ATASAN  LANGSUNG. 

Laporan sudah baik 

Laporan kurang baik 

Laporan segera diperbaiki 

Target dan realisasi diteliti ulang 

Capaian diteliti ulang 

Lain-lain …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 
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BAB II 

PENUTUP 

 

Laporan Kinerja KepalaBagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda 

Kabupaten Lumajang periode Tribulan III Tahun Anggaran 2025 dapat disimpulkan 

secara ringkas sebagai berikut : 

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Perekonomian dan 

Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Lumajang sesuai dengan Peraturan Bupati 

Lumajang Nomor 89 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, telah dapat dilaksanakan 

sebagaimana mestinya meskipun belum optimal di dalam pelaksanaannya yang 

tidak sesuai dengan waktu yang telah direncanakan;  

2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 3 (tiga) target indikator kinerja 

yang ditetapkan, telah dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja;  

3. Perlu perbaikan dalam penyusunan target indikator dan waktu dalam pelaksanaan 

program dan kegiatan yang dilaksanakan.  

 

Demikian Laporan Kinerja Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya 

Alam Setda Kabupaten Lumajang periode Tribulan III Tahun Anggaran 2025 yang 

disusun dalam rangka akuntabilitas terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian 

Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang. 

 

Mengetahui, 
 

Atasan  Langsung 
Asisten Perekonomian Dan 

Pembangunan 
 
 
 

HARI SUSIATI, SH. 
NIP. 19670923 199302 2 001 

 Lumajang, 30 September 2025 
 
 

Kepala Bagian Perekonomian Dan 
Sumber Daya Alam 

 
 
 

YUDHO HARIYANTO, AP., MT. 
NIP. 19750121 199412 1 001 

 
 
 







TW1 TW2 TW3 TW4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 

Pemenuhan fasilitasi kebutuhan 

operasional perkantoran

Persentase pemenuhan fasilitasi 

kebutuhan operasional 

perkantoran

20 15 25 30 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

20% 11% 25  - KEPALA BAGIAN 

PEREKONOMIAN DAN SUMBER 

DAYA ALAM

63.127.270,00             

1 Pemenuhan fasilitasi administrasi 

keuangan Perangkat Daerah

Persentase fasilitasi Administrasi 

Keuangan Perangkat Daerah

25 25 25 25 Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah

25% 14,87% 25  - Kepala Bagian Perekonomian dan 

SDA

7.597.850,00               

2 Pemenuhan fasilitasi administrasi 

Barang Milik Daerah

Persentase fasilitasi Administrasi 

Barang Milik Daerah Perangkat 

Daerah

25 25 25 25 Administrasi Barang Milik Daerah 

pada Perangkat Daerah

25% 8,33% 25  - Kepala Bagian Perekonomian dan 

SDA

1.854.000,00               

3 Pemenuhan fasilitasi kebutuhan 

operasional perkantoran

Persentase pemenuhan fasilitasi 

kebutuhan operasional perkantoran

20 15 25 30 Administrasi Umum Perangkat 

Daerah

20% 7,96% 25  - Kepala Bagian Perekonomian dan 

SDA

14.582.805,00             

4 Pemenuhan fasilitasi Jasa 

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah

Persentase fasilitasi Jasa 

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah

25 25 25 25 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

25% 16,38% 25  - Kepala Bagian Perekonomian dan 

SDA

29.827.420,00             

5 Pemenuhan pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Persentase Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah

25 25 25 25 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah

25% 8,20% 25  - Kepala Bagian Perekonomian dan 

SDA

9.265.195,00               

Meningkatnya pemenuhan 

fasilitasi kegiatan perekonomian 

dan pembangunan

Persentase Kegiatan 

Perekonomian dan 

Pembangunan yang terfasilitasi

25 25 25 25 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN 

PEMBANGUNAN

25 25 25  - KEPALA BAGIAN 

PEREKONOMIAN DAN SUMBER 

DAYA ALAM

42.962.500,00             

Angka Inflasi Daerah 5,51 5,51

6 Kebijakan perekonomian yang 

dilaksanakan

Jumlah kebijakan perekonomian 

yang dihasilkan

 -  -  - 3 Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan 

Perekonomian

 -  -  -  - Pengelola Data 27.122.000,00             

7 Pelaksanaan fasilitasi kegiatan 

pemantauan kebijakan sumber daya 

alam

Jumlah kebijakan Sumber Daya 

Alam yang dihasilkan

 -  3 dokumen  -  3 dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya 

Alam

 -  3 dokumen  -  - Analis Penanaman Modal 15.840.500,00             

106.089.770,00           JUMLAH

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI (TRIBULAN - III)

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

TAHUN 2025

INDIKATOR
TARGET

PROGRAM/KEGIATAN
REALISASI CAPAIAN KINERJA Aktifitas yang direncanakan 

akan dilakukan untuk mencapai 

Target Kinerja

REALISASISASARAN



No Sasaran Program Indikator Kinerja Capaian Keterangan

1 2 3 6 7

1 Meningkatnya Pemenuhan 

fasilitasi kebutuhan dan 

operasional perkantoran

Persentase 

pemenuhan fasilitasi 

kebutuhan operasional 

perkantoran

75,00 % 42,23 % 56,31%

2 Meningkatnya pemenuhan 

fasilitasi kegiatan 

perekonomian dan 

pembangunan

Persentase Kegiatan 

Perekonomian dan 

Pembangunan yang 

terfasilitasi

50,00 % 50,00 % 100,00%

Angka Inflasi Daerah 5,51 N/A N/A

78,16%

No Kegiatan Anggaran Efisiensi Keterangan

1 2 3 6 7

1 Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 16.742.000

2 Administrasi Barang Milik 

Daerah pada Perangkat 

Daerah
2.916.000

3 Administrasi Umum Perangkat 

Daerah 53.388.054

4 Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah 46.428.582

5 Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah
30.000.000

6 Pelaksanaan Kebijakan 

Perekonomian 105.178.000

7 Pemantauan Kebijakan 

Sumber Daya Alam 94.604.000

349.256.636             

 -58,81%  

Lumajang, 30 September 2025

KEPALA BAGIAN 

 PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

  

YUDHO HARIYANTO, AP., MT. 

NIP. 19750121 199412 1 001

PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

HARI SUSIATI, SH.

NIP. 19670923 199302 2 001

CAPAIAN RATA RATA  39,13%

Mengetahui,

ATASAN  LANGSUNG

ASISTEN 

            27.122.000 25,79%

57,47%

            15.840.500 16,74%

JUMLAH 106.089.770         30,38%

-175,09%

 

              1.854.000 63,58%

            14.582.805 27,31%

            29.827.420 64,24%

              9.265.195 30,88%

Capaian Rata-rata

Realisasi Capaian

4 5

              7.597.850 45,38%

PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU TRIBULAN III TAHUN 2025

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

Target Realisasi

4 5
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NOTULEN RAPAT 

  

 

Acara : Penerimaan Audiensi Pengurus Hiswana Migas Besuki dengan Bupati 

Lumajang  

Hari/Tanggal : Senin, 23 Juni 2025 

Waktu : 09.30 WIB - selesai 

Tempat : Ruang Rapat Mahameru Bupati Lumajang   

Pemimpin Rapat : Bupati Lumajang   

Peserta : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; 

2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan 

Perdagangan; 

3. Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP; 

4. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; 

5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; 

6. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah; 

7. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA; 

8. SBM Rayon II PT. Pertamina Patra Niaga; 

9. Pengurus Hiswana Migas Besuki. 

 

Hasil: 

1. Bahwa Kuota Kabupaten Lumajang tahun 2025 Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu 

(JBT) Minyak Solar : 59.526 KL dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan 

(JBKP) Minyak Pertalite : 94.326 KL, Selanjutnya di sampaikan bahwa Kuota tersebut 

merupakan gabungan kuota seluruh Konsumen Pengguna diwilayah Kabupaten Lumajang 

sesuai dengan Perpres Nomor 191 Tahun 2014. Mengingat Bahan Bakar Minyak tersebut 

merupakan Bahan Bakar Minyak Subsidi dan Penugasan, maka diharapkan Hiswana Migas 

bisa sinergi dengan Pemerintah Daerah dan berperan aktif turut serta menjaga  

pendistribusian JBT dan JBKP anggotanya agar tepat sasaran dan tepat volume sehingga 

tidak melebihi kuota yang ditetapkan; 

2. Berdasarkan hasil evaluasi kuota LPG Tabung 3 Kg per wilayah distribusi (kabupaten/kota) 

telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan pertumbuhan konsumsi LPG Tabung3 Kg, 

usulan Pemerintah Daerah, usulan Badan Usaha, pelaksanaan konversi BBM ke LPG bagi 

nelayan sasaran dan petani sasaran, serta pembangunan jaringan gas bumi, dengan hasil 

evaluasi Besaran Alokasi/Kuota LPG Tabung 3 Kg untuk Kabupaten Lumajang Tahun 

2025 : 34.236 MT (Metrik Ton);  

3. Realisasi Penyaluran BBM di Wilayah Kabupaten Lumajang s/d Juni Bio Solar 26.088 KL 

dan Pertalite 38.784 KL sehingga kalo di persenkan realisasi vs Kuota  Bio Solar 43.8 % dan 

Pertalite 41.1 %.; 

4. Realisasi Penyaluran LPG 3 Kg  di wilayah Lumajang s/d Juni 2025 LPG 3 Kg PSO 16.000 

sehingga kalo persentasikan realisasi vs kuota LPG 3 Kg PSO 46.6 %.; 
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5. Wajib diketahui bahwa pemberian kuota berdasarkan hari kerja kalender, sehingga dalam 

hari kerja kalender tanggal merah tidak termasuk pelaksanaan realisasi Kuota; 

6. Pemerintah Kabupaten Lumajang masih belum 100 % dalam penggunaan aplikasi XSTAR 

BPH Migas, masih terdapat 50 % Penerbitan Surat Rekomendasi melalui aplikasi Xstar 

tersebut;  

7. Pajak reklame SPBU untuk diberlakukan sama besarannya bagi SPBU di wilayah Kabupaten 

Lumajang; 

8. Pengambilan pajak Air Tanah diharapkan tidak satu bulan sekali, melainkan pengambilannya 

dijadwalkan 6 bulan sekali; 

9. Progres Permohonan Perizinan PBG dan SLF Gudang Agen LPG Ds. Sarikemuning Kec. 

Senduro milik saudara Soepratikno pertanggal 22 Juni 2025 Timeline Tahap Perbaikan 

Dokumen dan Status belum ada tindak lanjut dari pihak pemohon; 

10. Progres Permohonan Perizinan PBG dan SLF SPBU PT. Dua Dewi Energi Ds. Melawang 

Kec. Klakah milik saudara Soepratikno pertanggal 22 Juni 2025 Timeline Perbaikan 

Dokumen Status Pemohon baru selesai melakukan perbaikan untuk dapat diverifikasi 

kembali oleh Operator; 

11. Progres Permohonan Perizinan PBG dan SLF SPBU PT. Amalia Fortuna Ds. Kepuharjo 

Kec. Lumajang milik saudara Soepratikno pertanggal 22 Juni 2025 Timeline Perbaikan 

Dokumen Status Lahan yang dimohon berada di kawasan LSD dan belum ada tidak lanjut  

 

Kesimpulan/Saran : 

1. Agar dibentuk Tim NJOP untuk melaksanakan pemutakhiran Data; 

2. BPRD untuk segera menindaklanjuti apa yang menjadi masukan dari Pengurus Hiswana 

Migas untuk Peningkatan PAD; 

3. Bagian Perekonomian dan SDA agar segera menindaklanjuti belum maksimalnya OPD 

terkait Pemberi Rekom menggunakan aplikasi  XSTAR BPH Migas; 

4. DPKP untuk menujuk PIC agar apa yang menjadi kekurangan pihak pemohon perizinan 

PBG dan SLF tersampaikan dengan baik. 

 

 Pimpinan Rapat, 

BUPATI LUMAJANG 

 

ttd 

 

INDAH AMPERAWATI 
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Lampiran : Dokumentasi Audiensi Hiswana Migas Besuki dengan Bupati Lumajang bertempat di 

Ruang Rapat Mahameru Bupati Lumajang  
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Lampiran : Daftar Hadir Audiensi Hiswana Migas Besuki dengan Bupati Lumajang bertempat di 

Ruang Rapat Mahameru Bupati Lumajang  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Alun-alun Utara Nomor 7, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang,

Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur 67316
Telepon (0334) 884146 - Faksimile (0334) 881887

Laman :lumajangkab.go.id  Pos el : sekda.lumajang@gmail.com

Lumajang, 27 Agustus 2025

Nomor : 600.1.4.4/XX/427.14/2025
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Hal : Undangan

Yth. Daftar undangan terlampir
di
LUMAJANG

Dalam rangka mendasari dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Energi Dan Sumber
Daya Mineral RI Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air
Tanah  Dan  Persetujuan  Penggunaan  Air  Tanah,  maka  bersama  ini  dimohon kehadiran
Saudara pada :

Hari/tanggal : Kamis/28 Agustus 2025
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Terbatas Sekretaris Daerah
Acara : Rapat koordinasi penyelenggaraan Ijin Air Tanah

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Sekretaris Daerah,

${ttd}

Tembusan Yth. :
Bupati Lumajang (sebagai laporan)

AGUS TRIYONO

                               1 / 2



Lampiran Surat
Nomor : 600.1.4.4/XX/427.14/2025
Tanggal : 27 Agustus 2025

Daftar Undangan :
Yth. 1. Asisten Administrasi

2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
4. Kepala BPRD
5. Kepala DPMPTSP
6. Kepala Dinas Pariwisata
7. Kepala Diskopindag
8. Kepala DPKP
9. Kepala DKPP
10. Kepala Dinas Kesehatan P2KP
11. Kepala Dinas Perikanan
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
13. Kepala Bagian Kesra Setda
14. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda
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PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Alun-alun Utara Nomor 7, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang,

Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur 67316

Faksimile (0334) 881887 Pos el : sekda.lumajang@gmail.com

LAPORAN

Kepada : Bupati Lumajang

Dari : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Nomor : 000.1.5/8/427.14/2025

Perihal : Hasil Zoom Meeting TPID Kabupaten/Kota dengan Kemendagri

Pelaksanaan : Senin, 11 Agustus 2025

Tempat : Ruang Rapat Bagian Perekonomian dan SDA Setda

Berdasarkan  Radiogram Kementerian Dalam Negeri RI nomor  500.2.3/4389/SJ
tanggal  09 Agustus 2025 tentang  Langkah Kongkret  Pengendalian Inflasi  di  Daerah
tahun  2025,  Percepatan  Pembangunan  Pertumbuhan  Ekonomi,   evaluasi  dukungan
Pemerintah Daerah dalam Program 3 juta rumah, Sosialisasi Percepatan Pembentukan
Tim Tanggap Insiden Siber Pada Pemerintah Daerah dan Fasilitasi  Sertifikasi  Halal,
maka pada hari Senin 11 Agustus 2025 pukul 08.00 WIB s/d selesai dilaksanakan rapat
koordinasi penanganan inflasi di Daerah yang diikuti oleh seluruh Kepala Daerah dan Anggota
TPID baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/kota dengan hasil sebagai berikut :

1. Berdasarkan  paparan  Kepala  BPS  RI  Pada  Minggu  I  Agustus  2025  kenaikan
IPH  tertinggi  di  Pulau  Jawa yaitu  Kabupaten Probolinggo 2.86% yang
dipengaruhi  oleh komoditas  beras dan bawang  merah.  Sedangkan  Perubahan
IPH periode Minggu I  Agustus 2025 Kabuaten  Lumajang mengalami  deflasi  yang
sangat rendah sebesar  - 0,06%.

2. Himbauan Bappanas beberapa komoditas yang perlu  mendapat  perhatian khusus
Kepala  Daerah di  Kabupaten/Kota   yaitu  beras,  minyak  goreng merk  minyakkita,
bawang  merah  dan  bawang  putih.  Pada  minggu  I  Agustus  2025  harga  Minyak
Goreng merek Minyakkita dipasaran masih dijual  diatas HET yaitu Rp 17.000/liter
(HET Rp 15.700),  sedangkan untuk beras Premium Rp 15.000 (HET Rp 14.900),
sedangkan beras medium Rp 12.000 (HET Rp 12.500)

3. Sebagai tindaklanjut arahan Presiden dan Amanat Surat Edaran Bersama Menteri
Dalam Negeri RI dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 600.5/3022/SJ
dan Nomor 61 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Tim Tanggap Insiden
Siber pada Pemerintah Daerah, maka Kabupaten/Kota diminta untuk :
1) segera  membentuk  Tim  Tanggap  Insiden  Siber  (TTIS),  tim  ini  dibentuk  untuk

tujuan mengantisipasi serangan data nasional paling lambat tanggal 30 September
2025;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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2) Penyediaan Sumberdaya Manusia (menyediakan SDM yang memiliki kompetensi
dibidang teknologi informasi dan Persandian);

3) Penganggaran  Operasional  (menganggarkan  biaya  operasional  TTIS  dalam
perencanaan pembangunan daerah APBD); 

4) Registrasi TTIS (paling lambat tahun 2029);
5) Pembinaan  dan  Pengawasan  (melakukan  pembinaan  dan  pengawasan

pelaksanaan pembentukan TTIS)
6) Laporan berkala (agar Kepala Daerah menugaskan Kepala Dinas Kominfo untuk

berkoordinasi  secara  teknis  dengan  Badan  Siber  dan  Sandi  Negara  terkait
penyusunan TTIS)

4. Produk halal saat ini trennya meningkat dan banyak menjadi sasaran konsumen yang
berpenduduk  mayoritas  muslim,  Indonesia  merupakan  Indonesia  merupakan
penduduk muslim terbesar  didunia,  akan tetapi  ironisnya banyak produsen bukan
berasal dari Negara yang mayoritas muslim dimana produsen makanan halal banyak
berasal  dari  Negara  Brazil,  tiongkok,  Jepang,  Korea  Selatan  dan  Australia.  Oleh
karena itu, dihimbau agar kita mengkonsumsi produk halal dalam negeri.

5. Mengamanati Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 dan Surat Edaran Nomor 100.4.4.
1/1627/SJ  tentang  pengelolaan  RPH  R/U,  Kemendagri
menegaskan komitmennya dalam memperkuat fasilitasi sertifikasi halal di tingkat dae
rah sebagai bagian dari akselerasi program prioritas ekonomi syariah nasional. Oleh
karena  itu  dihumbau  agar  Kepala  Daerah  dapat  memberikan  dukungan  melalui
fasilitasi  kegiatan sertifikasi  halal  yang bersumber  dari  APBD Tahun 2025 antara
lain :
1) Pembiayaan  Sertifikasi  Halal  bagi  pelaku  UMK  melalui  jalur  regular  dan  self
declare ;

2) Fasilitasi pembiayaan sertifikasi halal selain pembiayaan sebagaimana disebutkan
pada  huruf  a,  dapat  dalam  bentuk  sosialisasi,  bimbingan  teknis  pendaftaran
sertifikasi halal, pembinaan pemenuhan sistem jaminan produk halal atau kegiatan
lainnya yang mendukung percepatan sertifikasi halal pelaku UMK; dan

3) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan jaminan produk halal.
6. Dalam  rangka  pecepatan  Pertumbuhan  Ekonomi  Daerah  dan  berdasarkan  Surat

Sekretaris  Jenderal  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  000.4.6/3764/SJ
tanggal  11  Juli  2025  tentang  Percepatan  Pertumbuhan  Ekonomi,  maka  seluruh
Kepala Daerah diminta  untuk membentuk Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim dan Kepala Bappeda
selaku  Sekretaris  serta  anggota  yang  terdiri  dari  unsur  perangkat  daerah  terkait,
unsur Kejaksaan, Kepolisian, TNI, Bank Indonesia, dan Instansi terkait lainnya sesuai
dengan kebutuhan, yang bertugas antara lain melakukan pemantauan, pengawalan,
dan pelaporan atas percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Demikian untuk menjadi periksa dan proses lebih lanjut.

Kepala Bagian Perekonomian dan
Sumber Daya Alam,

${ttd}

YUDHO HARIYANTO, AP., MT
NIP. 197501211994121001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Alun-alun Utara Nomor 7, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang,

Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur 67316
Telepon (0334) 884146 - Faksimile (0334) 881887

Laman :lumajangkab.go.id  Pos el : sekda.lumajang@gmail.com

SURAT TUGAS
NOMOR : 800.1.11.1/6/427.14/2025

Dasar : Surat  Kepala  Direktorat  Pengawasan  Perilaku  Pelaku  Usaha  Jasa
Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen dan Layanan Managemen
Strategis Nomor  :  S-106/KO.143/2025 Tanggal  12  Agustus  2025  Hal
Permintaan  Undangan  Penandatanganan  Nota  Kesepahaman
Pengembangan Ekonomi Daerah;

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Nama : YUDHO HARIYANTO, AP, MT
NIP : 19750121 199412 1 001
Jabatan : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA 

Sekretariat Daerah

Untuk : Melaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman Pengembangan
Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 di Hotel Harris and
Conventions Malang Jl. A. Yani Utara Riverside Blok C-1 Malang pada
hari Kamis 21 Agustus 2025.

Lumajang, 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH

${ttd}

AGUS TRIYONO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagai salah satu unit kerja di 

lingkungan Sekretariat Daerah dibawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan 

sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Sesuai 

dengan Pasal 10 (1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud, 

mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan penyusunan kebijakan, 

pelaksanaan program dan pemantauan serta evaluasi terkait pembinaan badan usaha milik 

daerah dan badan layanan umum daerah perekonomian, dan sumber daya alam. 

Adapun Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), mempunyai fungsi : 

a.  pelaksanaan penyediaan data, bahan dan/atau informasi yang berkaitan dengan 

pembinaan badan layanan umum daerah dan badan layanan umum daerah, 

perekonomian dan sumber daya alam; 

b.  penyusunan rumusan atau petunjuk teknis dan pelaksanaan kegiatan sebagai perwujudan 

program dari kebijakan pembinaan badan layanan umum daerah dan badan layanan 

umum daerah, perekonomian dan sumber daya alam; 

c.  pengoordinasian rencana kegiatan operasional yang berkaitan dengan pembinaan badan 

layanan umum daerah dan badan layanan umum daerah, perekonomian dan sumber daya 

alam; 

d.  pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait pembinaan badan layanan umum daerah dan 

badan layanan umum daerah, perekonomian dan sumber daya alam; 

e. pelaporan atas pelaksanaan tugas dan fungsi; 

f.  pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan 

yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten 

Perekonomian dan Pembangunan; dan 

g.  pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan/atau Asisten 

Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan bagian tugas dan fungsinya. 

 

Sesuai amanat Lampiran II Peraturan Menteri PAN & RB nomor 53 tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan pada pasal 3 

dan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan 

Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja maka berkewajiban untuk membuat 

Laporan Kinerja kepada atasan langsung.  

Sebagai staf pelaksana dengan formasi jabatan pelaksana Penelaah Teknis 

Kebijakan pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten 

Lumajang tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.  
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Pelaporan kinerja periode Tribulan III Tahun 2025 merupakan perwujudan sikap akuntabilitas 

sebagai Pelaksana Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya 

Alam dalam rangka mengidentifikasi hal-hal yang telah telah dicapai maupun hal-hal yang 

belum dapat dicapai dalam kurun waktu hingga Tahun Anggaran 2025. Disamping itu, 

pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi 

dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan 

untuk pencapaian sasaran Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam. 
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BAB II 

AKUNTABILITAS KINERJA 

2.1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  

Terdapat perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 atas penyesuaian nomenklatur 

Jabatan Pelaksana sesuai dengan PANRB No 11/2024 sehingga terdapat perubahan 

nomenklatur jabatan pelaksana Analis Penanaman Modal menjadi Penelaah Teknis 

Kebijakan. Oleh sebab itu terdapat Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang 

ditandatangani antara Penelaah Teknis Kebijakan dengan Kepala Bagian Perekonomian dan 

Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan 

No. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET 

(1) (2) (3) (4) 

1. Meningkatnya Pemenuhan 
fasilitasi kebutuhan dan 
operasional perkantoran 

Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

100% 

Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan 
operasional perkantoran 

100% 

Persentase fasilitasi Administrasi BMD 
Perangkat Daerah 

100% 

Persentase fasilitasi penyediaan jasa 
penunjang operasional kantor 

100% 

Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD 100% 

2. Tersusunnya data kebijakan 
sumber daya alam 

Jumlah dokumen data kebijakan sumber 
daya alam 

6 
dokumen 

3. Terlaksananya Koordinasi, 
Sinkronisasi, dan Evaluasi 
Kebijakan Urusan Pertanian, 
Pangan, Kehutanan, Kelautan 
dan Perikanan, Perdagangan, 
Perindustrian, KUKM, 
Penanaman Modal, Tenaga 
Kerja 

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 
Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan 
Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, 
Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, 
Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, 
Tenaga Kerja  

2 dokumen 

Jumlah pelaksanaan Asistensi RKP dan 
Laporan (Laporan Semester) 

2 kali 

Jumlah pelaksanaan Asistensi RKP dan 
Laporan (Penyusunan RKP) 

2 kali 

Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi 
Teknis OPD Pengelola 

4 kali 

Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan 
konsultasi penggunaan DBH CHT tingkat 
Propinsi 

10 kali 

Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan 
konsultasi penggunaan DBH CHT tingkat 
Pusat 

1 kali 

Jumlah pelaksanaan Monev penggunaan 
dan realisasi DBH CHT 

8 kali 

Jumlah pelaksanaan Sosialisasi Peraturan 
tentang Penggunaan DBH CHT 

1 kali 

 

2.2. PENGUKURAN KINERJA  

● CAPAIAN KINERJA Tribulan III 

Dalam kurun waktu hingga Tahun 2025 (Tribulan III) atau kurun waktu 1 Januari s.d 30 

September 2025, dari 14 target Indikator Kinerja, kesemuanya telah ada pencapaian terhadap 
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target Indikator Kinerja. Secara lengkap terhadap capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan 

pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dapat dilihat pada tabel 2.2.  

Tabel 2.2. 

Capaian Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Tribulan III 

 

No. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

(1) (2) (3) (4) (4) (4) 

1. Meningkatnya 
Pemenuhan fasilitasi 
kebutuhan dan 
operasional perkantoran 

Persentase fasilitasi 
Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

75% 45,38% 60,51% 

Persentase pemenuhan 
fasilitasi kebutuhan 
operasional perkantoran 

75% 27,31% 36,41% 

Persentase fasilitasi 
Administrasi BMD 
Perangkat Daerah 

75% 63,58% 84,77% 

Persentase fasilitasi 
penyediaan jasa penunjang 
operasional kantor 

75% 64,24% 85,65% 

Persentase fasilitasi 
pemeliharaan BMD 

75% 30,88% 41,17% 

2. Tersusunnya data 
kebijakan sumber daya 
alam 

Jumlah dokumen data 
kebijakan sumber daya 
alam 

- 
dokumen 

- dokumen -% 

3. Terlaksananya 
Koordinasi, Sinkronisasi, 
dan Evaluasi Kebijakan 
Urusan Pertanian, 
Pangan, Kehutanan, 
Kelautan dan Perikanan, 
Perdagangan, 
Perindustrian, KUKM, 
Penanaman Modal, 
Tenaga Kerja 

Jumlah Dokumen Hasil 
Koordinasi, Sinkronisasi, 
dan Evaluasi Kebijakan 
Urusan Pertanian, Pangan, 
Kehutanan, Kelautan dan 
Perikanan, Perdagangan, 
Perindustrian, KUKM, 
Penanaman Modal, Tenaga 
Kerja  

- dokumen 1 dokumen -% 

Jumlah pelaksanaan 
Asistensi RKP dan Laporan 
(Laporan Semester) 

1 kali 1 kali 100% 

Jumlah pelaksanaan 
Asistensi RKP dan Laporan 
(Penyusunan RKP) 

1 kali 1 kali 100% 

Jumlah pelaksanaan Rapat 
Koordinasi Teknis OPD 
Pengelola 

1 kali 1 kali 100% 

Jumlah pelaksanaan 
Koordinasi dan konsultasi 
penggunaan DBH CHT 
tingkat Propinsi 

3 kali 2 kali 66,67% 

Jumlah pelaksanaan 
Koordinasi dan konsultasi 
penggunaan DBH CHT 
tingkat Pusat 

- kali - kali - 

Jumlah pelaksanaan Monev 
penggunaan dan realisasi 
DBH CHT 

2 kali 2 kali 100% 

Jumlah pelaksanaan 
Sosialisasi Peraturan 
tentang Penggunaan DBH 
CHT 

- kali - kali - 
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● PENYAJIAN DATA KINERJA  

Laporan kinerja ini dibuat berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi atas Pengukuran Kinerja 

Individu periode Tribulan III tahun 2025, dengan penyajian data kinerja berdasarkan dokumen 

pelaksanaan kinerja yang telah dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan. 

No. INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET 

REALISASI KINERJA 

CAPAIAN 

Dokumen Realisasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Persentase fasilitasi Administrasi 
Keuangan Perangkat Daerah 

75% Dokumen 
persentase realisasi 
anggaran 

45,38% 60,51% 

Persentase pemenuhan fasilitasi 
kebutuhan operasional perkantoran 

75% Dokumen 

persentase realisasi 

anggaran 

27,31% 36,41% 

Persentase fasilitasi Administrasi 
BMD Perangkat Daerah 

75% Dokumen 

persentase realisasi 

anggaran 

63,58% 84,77% 

Persentase fasilitasi penyediaan 
jasa penunjang operasional kantor 

75% Dokumen 

persentase realisasi 

anggaran 

64,24% 85,65% 

Persentase fasilitasi pemeliharaan 
BMD 

75% Dokumen 

persentase realisasi 

anggaran 

30,88% 41,17% 

2. Jumlah dokumen data kebijakan 
sumber daya alam 

- 
dokumen 

Dokumen data 
kebijakan sumber 
daya alam (per 
Semester) 

- 
dokumen 

-% 

3. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 
Sinkronisasi, dan Evaluasi 
Kebijakan Urusan Pertanian, 
Pangan, Kehutanan, Kelautan dan 
Perikanan, Perdagangan, 
Perindustrian, KUKM, Penanaman 
Modal, Tenaga Kerja  

- dokumen Dokumen Hasil 
Koordinasi, 
Sinkronisasi, dan 
Evaluasi Kebijakan 

1 
dokumen 

-% 

Jumlah pelaksanaan Asistensi RKP 
dan Laporan (Laporan Semester) 

1 kali Dokumen 
pelaksanaan 
Asistensi RKP dan 
Laporan (Laporan 
Semester II tahun 
2024) 

1 kali 100% 

Jumlah pelaksanaan Asistensi RKP 
dan Laporan (Penyusunan RKP) 

1 kali Dokumen 
pelaksanaan 
Asistensi RKP dan 
Laporan 
(Penyusunan RKP 
Perubahan) 

1 kali 100% 

Jumlah pelaksanaan Rapat 
Koordinasi Teknis OPD Pengelola 

1 kali Dokumen 
pelaksanaan Rapat 
Koordinasi Teknis 
OPD Pengelola (per 
Tri Bulan) 

1 kali 100% 

Jumlah pelaksanaan Koordinasi 
dan konsultasi penggunaan DBH 
CHT tingkat Propinsi 

3 kali Dokumen 
pelaksanaan 
Koordinasi dan 
konsultasi 
penggunaan DBH 
CHT tingkat Propinsi 

2 kali 66,67% 
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Jumlah pelaksanaan Koordinasi 
dan konsultasi penggunaan DBH 
CHT tingkat Pusat 

- kali Dokumen 
pelaksanaan 
Koordinasi dan 
konsultasi 
penggunaan DBH 
CHT tingkat Pusat 
(Tribulan IV) 

- kali - 

Jumlah pelaksanaan Monev 
penggunaan dan realisasi DBH 
CHT 

2 kali Dokumen 
pelaksanaan Monev 
penggunaan dan 
realisasi DBH CHT 
(per Tribulan) 

2 kali 100% 

Jumlah pelaksanaan Sosialisasi 
Peraturan tentang Penggunaan 
DBH CHT 

- kali Dokumen 
pelaksanaan 
Sosialisasi Peraturan 
tentang Penggunaan 
DBH CHT 
(pelaksanaan TB IV) 

- kali - 

 

● EFISIENSI KINERJA  

Dalam pelaksanaan kinerja Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Perekonomian dan 

Sumber Daya Alam sebagai staf pelaksana tidak terdapat beban anggaran dalam 

pelaksanaan kinerja, sehingga tidak terdapat penyajian efisiensi kinerja pada laporan kinerja 

tahun 2025. 

 

 

2.3. EVALUASI  DAN  ANALISIS  CAPAIAN KINERJA  

Berdasarkan pelaksanaan anggaran pada Tahun Anggaran 2025, maka evaluasi dan analisis 

atas kinerja Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 

Setda Kabupaten Lumajang terhadap upaya pencapaian 14 (empat belas) target kinerja yang 

berhasil dicapai adalah sebagai berikut : 

 

● ANALISA FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA  

Adapun faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja pada periode Tribulan III tahun 2025 

sebagai berikut : 

1. Dokumen perencanaan kinerja telah dibuat sesuai dengan Rencana Aksi atas capaian 

intervensi Rencana Hasil Kerja Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam. 

2. Pelaksanaan kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan pelaksanaan kinerja individu. 

3. Adanya pembinaan dan pendampingan pelaksanaan kinerja individu dari atasan langsung. 

4. Adanya kerjasama antar rekan kerja dalam pelaksanaan kinerja individu. 

 

● ANALISA FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA 

Adapun faktor penghambat keberhasilan capaian kinerja pada periode Tribulan III tahun 2025 

sebagai berikut : 
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1. Ketidaksesuaian waktu pelaksanaan dengan rencana waktu pengukuran kinerja individu 

yang telah dibuat. 

2. Rencana penyesuaian anggaran berakibat pada penyesuaian pelaksanaan kegiatan dan 

realisasi angaran 

3. Adanya jenis pekerjaan diluar yang telah ditetapkan dalam pengukuran indikator kinerja 

individu. 

 

● UPAYA / SOLUSI UNTUK MENGATASI PENGHAMBAT KEBERHASILAN CAPAIAN 

KINERJA 

Adapun upaya/solusi keberhasilan capaian kinerja pada periode Tribulan III tahun 2025 

sebagai berikut : 

1. Perlu dilakukan koordinasi berkaitan dengan rencana waktu pelaksanaan kegiatan yang 

menjadi indikator kinerja individu. 

2. Koordinasi dan komunikasi intensif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam 

pencapaian indikator kinerja individu. 

 

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT  

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian 

Kinerja tahun 2025, tentunya terdapat upaya-upaya yang secara terus menerus dan 

berkelanjutan yang telah dilaksanakan yaitu sebagai berikut : 

1. Meminta arahan dan petunjuk dari atasan langsung, termasuk menginformasikan perihal 

hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja khususnya terhadap 

penyesuaian anggaran sehingga didapatkan solusi/jalan keluar atas hambatan dan 

kesulitan tersebut. 

2. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait pencapaian indikator kinerja kegiatan, 

yang melibatkan/bergantung kepada pihak diluar Bagian Perekonomian dan Sumber 

Daya Alam.  

3. Melakukan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah tertinggal dari 

perencanaan waktu pelaksanaan. 

4. Proaktif terhadap rekan kerja dan turut terlibat membantu dalam pencapaian indikator 

kinerja kegiatan.  

5. Aktif melaksanakan kegiatan yang menjadi capaian dalam indikator kinerja individu. 

 

2.5. TANGGAPAN  ATASAN  LANGSUNG. 

Laporan sudah baik 

Laporan kurang baik 

Laporan segera diperbaiki 

Target dan realisasi diteliti ulang 

Capaian diteliti ulang 

Lain-lain ……………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………..... 



 

Laporan Kinerja Jabatan Pelaksana - Penelaah Teknis Kebijakan 8 

Tribulan III Tahun 2025  

 

 

BAB III 

PENUTUP 

 

Laporan Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya 

Alam Setda Kabupaten Lumajang periode Tribulan III Tahun Anggaran 2025 dapat 

disimpulkan secara ringkas sebagai berikut : 

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Perekonomian dan Sumber 

Daya Alam Setda Kabupaten Lumajang sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang 

Nomor 89 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi 

serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya 

meskipun belum optimal di dalam pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan waktu yang 

telah direncanakan;  

2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 14 (empat belas) target indikator 

kinerja yang ditetapkan, telah dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dengan 

tetap memperhatikan kesesuaian capaian;  

3. Perlu perbaikan dalam penyusunan target indikator dan waktu dalam pelaksanaan 

program dan kegiatan yang dilaksanakan, melalui mekanisme p-Renja 2025. 

 

Demikian Laporan Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Perekonomian dan 

Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Lumajang periode Tribulan III Tahun Anggaran 2025 

yang disusun dalam rangka akuntabilitas terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian 

Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang. 

 

 

 
Mengetahui, 

Atasan Langsung 
Kepala Bagian Perekonomian Dan Sumber 

Daya Alam 
 
 
 
 

YUDHO HARIYANTO, AP., MT. 
NIP. 19750121 199412 1 001 

 Lumajang, 30 September 2025 
 
 

Penelaah Teknis Kebijakan 
 
 
 
 
 

LHERY SWARA OKTAF ADHANIA, SP. 
NIP. 19801015 201001 2 002 
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LAMPIRAN 

 

❖ DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA 

❖ DOKUMENTASI KEGIATAN 

❖ DOKUMEN BUKTI DUKUNG DATA KINERJA 

 

 







No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Capaian Keterangan

1 2 3 6 7

1 Meningkatnya Pemenuhan 

fasilitasi kebutuhan dan 

operasional perkantoran

Persentase fasilitasi 

Administrasi 

Keuangan Perangkat 

Daerah

75 % 30,51 % 40,68%

Persentase 

pemenuhan fasilitasi 

kebutuhan 

operasional 

perkantoran

75 % 18,98 % 25,31%

Persentase fasilitasi 

Administrasi BMD 

Perangkat Daerah

75 % 55,62 % 74,16%

Persentase fasilitasi 

penyediaan jasa 

penunjang 

operasional kantor

75 % 47,86 % 63,81%

Persentase fasilitasi 

pemeliharaan BMD

75 % 22,68 % 30,24%

2 Tersusunnya data kebijakan 

sumber daya alam

Jumlah dokumen 

data kebijakan 

sumber daya alam

  - dokumen   - dokumen 0,00% TB II dan TB 

IV

3 Terlaksananya Koordinasi, 

Sinkronisasi, dan Evaluasi 

Kebijakan Urusan Pertanian, 

Pangan, Kehutanan, Kelautan 

dan Perikanan, Perdagangan, 

Perindustrian, KUKM, 

Penanaman Modal, Tenaga 

Kerja

Jumlah Dokumen

Hasil Koordinasi,

Sinkronisasi, dan

Evaluasi Kebijakan

Urusan Pertanian,

Pangan, Kehutanan,

Kelautan dan

Perikanan, 

Perdagangan, 

Perindustrian, 

KUKM, Penanaman

Modal, Tenaga Kerja 

  - dokumen   - dokumen 0,00% Semester I 

dan II

Jumlah pelaksanaan

Asistensi RKP dan

Laporan (Laporan

Semester)

          1 kali           1 kali 100,00% Semester I 

dan II

Jumlah pelaksanaan

Asistensi RKP dan

Laporan 

(Penyusunan RKP)

          1 kali           1 kali 100,00% RKP 

Perubahan

Jumlah pelaksanaan

Rapat Koordinasi

Teknis OPD

Pengelola

1 kali 1 kali 100,00% Rakor RKP 

Perubahan, 

dan Bidang 

Gakum

PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU TRIBULAN III TAHUN 2025

JP - Penelaah Teknis Kebijakan

Target Realisasi

4 5



No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Capaian Keterangan

1 2 3 6 7

Target Realisasi

4 5

Jumlah pelaksanaan

Koordinasi dan

konsultasi 

penggunaan DBH

CHT tingkat Propinsi

3 kali 2 kali 66,67% Asistensi 

RKP 

Perubahan, 

Pembahasan 

Bidang 

Gakum 2025

Jumlah pelaksanaan

Koordinasi dan

konsultasi 

penggunaan DBH

CHT tingkat Pusat

  - kali   - kali 0,00% Tribulan IV

Jumlah pelaksanaan

Monev penggunaan

dan realisasi DBH

CHT

2 kali 2 kali 100,00% Monev 

Tribulan I, 

Monev 2024

Jumlah pelaksanaan

Sosialisasi Peraturan 

tentang Penggunaan

DBH CHT

  - kali   - kali 0,00% Tribulan IV

58,41%

Lumajang, 30 September 2025

Analis Penanaman Modal

 

LHERY SWARA OKTAF ADHANIA, SP.

NIP. 19801015 201001 2 002

Capaian Rata-rata

Mengetahui,

ATASAN  LANGSUNG

KEPALA BAGIAN 

PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

YUDHO HARIYANTO, AP., MT.

NIP. 19750121 199412 1 001



TW1 TW2 TW3 TW4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 

Pemenuhan fasilitasi kebutuhan 

operasional perkantoran

Persentase pemenuhan fasilitasi 

kebutuhan operasional 

perkantoran

20% 15% 25% 30% PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

20% 11% 25%  -

1 Pemenuhan fasilitasi administrasi 

keuangan Perangkat Daerah

Persentase fasilitasi Administrasi 

Keuangan Perangkat Daerah

25% 25% 25% 25% Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah

25% 14,87% 25%  - Terdapat perubahan jumlah 

anggaran pada proses pergeseran 

sebagai pelaksanaan inpres 

efisiensi

Progres

2 Pemenuhan fasilitasi administrasi 

Barang Milik Daerah

Persentase fasilitasi Administrasi 

Barang Milik Daerah Perangkat 

Daerah

25% 25% 25% 25% Administrasi Barang Milik Daerah 

pada Perangkat Daerah

25% 8,33% 25%  - Terdapat perubahan jumlah 

anggaran pada proses pergeseran 

sebagai pelaksanaan inpres 

efisiensi

Progres

3 Pemenuhan fasilitasi kebutuhan 

operasional perkantoran

Persentase pemenuhan fasilitasi 

kebutuhan operasional perkantoran

20% 15% 25% 30% Administrasi Umum Perangkat 

Daerah

20% 7,96% 25%  - Terdapat perubahan jumlah 

anggaran pada proses pergeseran 

sebagai pelaksanaan inpres 

efisiensi

Progres

4 Pemenuhan fasilitasi Jasa 

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah

Persentase fasilitasi Jasa 

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah

25% 25% 25% 25% Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

25% 16,38% 25%  - Terdapat perubahan jumlah 

anggaran pada proses pergeseran 

sebagai pelaksanaan inpres 

efisiensi

Progres

5 Pemenuhan pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Persentase Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah

25% 25% 25% 25% Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah

25% 8,20% 25%  - Terdapat perubahan jumlah 

anggaran pada proses pergeseran 

sebagai pelaksanaan inpres 

efisiensi

Progres

Meningkatnya pemenuhan 

fasilitasi kegiatan perekonomian 

dan pembangunan

Persentase Kegiatan 

Perekonomian dan 

Pembangunan yang terfasilitasi

25% 25% 25% 25% PROGRAM PEREKONOMIAN DAN 

PEMBANGUNAN

20% 25% 25%  - Pelaksanaan sesuai dengan 

waktu yang direncanakan

Progres

Angka Inflasi Daerah 5,51 5,51

6 Pelaksanaan fasilitasi kegiatan 

pemantauan kebijakan sumber daya 

alam

Jumlah kebijakan Sumber Daya 

Alam yang dihasilkan

 -  3 dokumen  -  3 dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya 

Alam

 -  3 dokumen  -  - Pelaksanaan sesuai dengan waktu 

yang direncanakan

Progres

7 Terlaksananya Koordinasi, 

Sinkronisasi, dan Evaluasi 

Kebijakan Urusan Pertanian, 

Pangan, Kehutanan, Kelautan dan 

Perikanan, Perdagangan, 

Perindustrian, KUKM, Penanaman 

Modal, Tenaga Kerja

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 

Sinkronisasi, dan Evaluasi 

Kebijakan Urusan Pertanian, 

Pangan, Kehutanan, Kelautan dan 

Perikanan, Perdagangan, 

Perindustrian, KUKM, Penanaman 

Modal, Tenaga Kerja

 - 1 

dokumen

 - 1 

dokumen

Sub Kegiatan Koordinasi, 

Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan 

Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan 

Perikanan

 - 1 

dokumen

 -  - Pelaksanaan sesuai dengan waktu 

yang direncanakan

Progres

Jumlah pelaksanaan Asistensi RKP 

dan Laporan (Laporan Semester)

 - 1 kali  - 1 kali  - 1 kali  -  - Pelaksanaan sesuai dengan waktu 

yang direncanakan

Progres

Jumlah pelaksanaan Asistensi RKP 

dan Laporan (Penyusunan RKP)

 - 1 kali  - 1 kali  - 1 kali  -  - Pelaksanaan sesuai dengan waktu 

yang direncanakan

Progres

Jumlah pelaksanaan Rapat 

Koordinasi Teknis OPD Pengelola

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali  - Pelaksanaan sesuai dengan waktu 

yang direncanakan

Progres

Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan 

konsultasi penggunaan DBH CHT 

tingkat Propinsi

3 kali 3 kali 3 kali 1 kali 3 kali 3 kali 3 kali  - Pelaksanaan sesuai dengan waktu 

yang direncanakan

Progres

Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan 

konsultasi penggunaan DBH CHT 

tingkat Pusat

1 kali  -  -  - Pelaksanaan sesuai dengan waktu 

yang direncanakan

Progres

Jumlah pelaksanaan Monev 

penggunaan dan realisasi DBH 

CHT

2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali  - Pelaksanaan sesuai dengan waktu 

yang direncanakan

Progres

Jumlah pelaksanaan Sosialisasi 

Peraturan tentang Penggunaan 

DBH CHT

1 kali  -  -  - Pelaksanaan sesuai dengan waktu 

yang direncanakan

Progres

REALISASI CAPAIAN KINERJA Aktifitas yang direncanakan 

akan dilakukan untuk mencapai 

Target Kinerja

Status/Progres 

Pelaksanaan

Link dokumen 

pendukung

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI (TRIBULAN - III)

JABATAN PELAKSANA - Penelaah Teknis Kebijakan

TAHUN 2025

SASARAN INDIKATOR
TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

























https://v3.camscanner.com/user/download


 

DOKUMENTASI PELAKSANAAN 

BIMTEK APLIKASI DBH CHT TAHUN 2025 

Hotel Elmi Surabaya, 3 Juli 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


